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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

JI. Taman Siswa No. 1. Padang 25138

TELAAHAN STAF

Kepada . Yth, Bapak Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Yth. Provinsi Sumatera Barat
Dari . Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Tanggal : 1% Januari 2025
Nomor : 623/04 /TS/UPTDLBK-BMCKTR/I/2025
Lampiran To-
Hal . Pelaksanaan Operasional Laboratorium LBK tahun 2025
| I. Persoalan

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.13.1-6035
Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Il. Praanggapan
Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.13.1-
6035 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tegaskan bahwa
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi (LBK) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang tidak dibebankan lagi untuk melakukan pemungutan retribusi
daerah.

lil. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

1. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.13.1-6035 Tahun 2023
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

IV. Analisa
1. Bahwa retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPTD LBK telah dihapuskan
dengan alasan tidak sesuai dengan pasal 34 ayat 1 huruf j Peraturan
Pemerintah nomor 35 tahun 2023 bahwa Laboratorium pengujian mutu
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bahan bukan merupakan objek karena satuan perhitungan retribusi
pemanfaatan aset adalah satuan waktu untuk jenis aset ( alat,
bangunan/gedung) yang digunakan.

2. UPTD LBK tetap melaksanakan pelayanan pengujian tanpa memungut
retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta standar pelayanan
minimal.

3. Operasional pelayanan pengujian dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran
(DPA tahun 2025).

Kesimpulan

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 900.1.13.1-6035
Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa
pemungutan retribusi daerah untuk UPTD LBK tidak dibebankan lagi, maka UPTD
LBK tetap melaksanakan pelayanan pengujian tanpa memungut retribusi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta standar pelayanan minimal disesuaikan
dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Saran

Perlu di tetapkan kebijakan mengenai ruang lingkup pelayanan dengan

alternatif sebagai berikut :

a. Memprioritaskan pelayanan pengujian untuk program/kegiatan pada Dinas
BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

b. Pelayanan pengujian untuk program/kegiatan di luar Dinas BMCKTR dalam
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten/Kota dilaksanakan
sesuai kemampuan personil dan anggaran yang tersedia.

c. Untuk Pengujian Lapangan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan
anggaran, apabila anggaran tidak tersedia maka biaya operasional di
bebankan kepada pihak pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Telaahan Staf kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan
arahan Bapak, terima kasih.
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